
Pf, RATTJRAN DAERAH PROVINST JA fr,f E}I

NOMOR 1 TAHUN 2OOO

TENTANG

PERUBA}LAN ANGGARAN PEIYDAPATA]V D,dJg
BELANJA DAERAH PRCIVINSI J,dh4RI

TAHUN ANGGAR{N 1 999/? OOO



PERATLIRAN DAEFdH PROPINSI JAMBI

NOMOR I TAHLIN 2OOO

TENTANG

PERUBAHAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA}I

tutenimbang

Mengingat

PROPINSI JA]IIBI
TAHUN ANCGARAN I 999I?OOO

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

: a. bahwa dengan *** _penambahan dan atau pengurangan
Arggaran Fendapatan dan Belanja Daerah yr{ Alrt"p[*
dengan Perahuan Daerah propirni Daerah fingiat I Jaixti
N<ymor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran pddapatan dan
Eelar{a Daerah propinsi Daerah fingkat I Jambi, *ut p.rfu
dilahrkan perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa Penrbahan Anggaran pendapatan dan Betanja Daerah
$malsud padah'ruf a perlu ditetapkan dengan'peratur*r
Daerah.

: L Undang-undang Nomor 6l Tahun lg5g tentang penetapan
Lhdang-undang Darurat Nomor 19 Tahun risf t"r,ffi
Pembentul(an Daerah-daerah swatanra Tingkat I sumateri
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomcrr
75) sebagai undang'undang (Lembaia' Negara rar'rn rsls
Nomor ll2);

2, undang-undang Nomor 12 Tahun lgg5tentang pajak Bumi dan
lanqryan (Lembaran Negara Tahun l9g5 

-Nomor 
6t;

Tambahan Lembamn Negara Nomor l:t:; seUagaiman; teiai;
S"t{ dengan Undang-undang Nomor tZ Tahrn 1994
(Lerybaran Negara Tahun tSS+ Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3j69);



3. L]nda1g-undang Nomor ig Tahun 1997 rentang pirjrft Daerah
dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Tatnrn ig97 Nomol4l,Tambahan Lembaran }legara Womoi :Of r,

4' undang-undrr.rg Nomor 2r Tahun r9g7 tentang Bea peroieha.n
Hak Atas Tanah dan bangr.man (Lembaran Negma Tahrm 199?Nomor 44, Tambahan Lembaran itrgara Nomoi:Os-s);

5. Undang-undang Nornor 22 Talun 199g tentang pemeriltahan
paerah (Lembaran lrtregaia Tahun 1999 Nomoioo" rarniratranLembaran Negara Nomor 3gjg);

6. Perahuan pemer.intah Nomor 5 Tahrur i975 tentang pengumsan
lertalggungawaban. dan pengawasan Keuarfian bu.iut,(Lembaran Negara Tahun 1975 NJmor 5);

'7. 
Peraturan Penrerintah Nomor 6 Tah,:r 1975 terrtang CaraPenyusuniur AnqgarT pendapatan dan fielaLrjaDaeraluPelaksanaan Tata Usaha tceuangan Daelfl leny;;;;
lerhifunSan 

gngry* pandapatan dan Beiarya 
'n**.rf,

(Lembaran Negar.a Tahun 1975 Ntrnor 6);

B. Perahran pemenntah }tromor 19 Tahun 1997 tentang FajaliDaerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor :+. rrilnuir"n
Lembaran Negara Ncrmor 36gi);

9' Perahuan Pemerintarr Nomor ?0 Tah'n 1997 tentang Rehrb,si
paerah (-embaran Negara Tahur 1997 Nomor 5j.i*rt;;;
Lembaran L{egara Nomor 3692);

10. Perahuan pemerintah Nomor 2l Tatiun lg97 tentang FrjakBahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran t+"gara'fril*;
1997 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).

ll. i(eputusan Presiden Nl,rmor 44 Tahrur 1999 tenrang TeknjkPenyrrsunan peratrran penrndang-undarEan ciar BenhikRmc.angan Undang-rurclang, Rancaiigan perafiuar pemer*rr'h

1g^ tp"*ggr IGpuhrsan presiden llembaran lrJegar" Ti,h;;;1999 Nomor 70);


